
78 
 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di UPTD 

Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur dapat 

disimpulkan bahwa, dari keseluruhan dimensi yang memiliki karakteristik prinsip-

prinsip pelayanan publik sesuai dengan model good governance yaitu transparency, 

liability, controllability, responsibility dan responsiveness, terdapat dimensi 

transparency yang menjadi sorotan permasalahan yang ada di UPTD Pengujian 

Kendaraan Bermotor Kab. Cianjur. Meskipun demikian terdapat beberapa dimensi 

yang mendukung akuntabilitas pelayanan di UPTD Pengujian Kendaraan 

Bermotor. 

1. Transparency 

  Salah satunya adalah informasi yang berkaitan dengan prosedur pelayanan, 

laporan-laporan pada system pengawasan tersedia dan diberikan secara transparan. 

Namun sayangnya pada hasil wawancara pelaksanaan transparansi tidak 

dilaksanakan secara optimal, karena permasalahan yang sering terjadi di UPTD 

PKB ini adalah transparansi mengenai biaya pada proses pelayanan, yaitu sering 

terjadinya pungutan liar yang dilakukan untuk mempercepat proses pelayanan.  

Kelengkapan informasi yang disampaikan dan yang ada di media ataupun 

pamphlet kurang jelas yang menyebabkan masyarakat kurang memahami 
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bagaimana tata cara pelaksanaan uji kir yang benar, dan juga masih ditemukan 

bahwa banyak pengguna jasa yang tidak mengetahui prosedur uji kir yang 

menyebabkan pengguna layanan tidak mau mengalami kesusahan saat mengunggu 

proses registrasi uji kir, serta kurangnya kesadaran pengguna jasa untuk lebih 

memperhatikan aspek keselamatan sehingga membuka celah bagi praktek jasa calo 

untuk mempermudah pengurusan. 

2. Liability 

Tanggung jawab sebagai individu yang menjalankan program pelayanan 

pengujian kendaraan bermotor, dimulai dari pejabat yang bersangkutan dan juga 

para staff penguji kendaraan mereka sama-sama mempunyai tanggung jawab pada 

tugas masing-masing yang mereka jalankan, selain itu bertanggung jawab pada 

konsekuensi tugas yang dijalankan apabila mereka melanggar. Dapat dikatakan 

bahwa tanggung jawab pegawai UPTD PKB sudah cukup baik, bahwa para 

pegawai semua bekerja secara maksimal mengerjakan sesuai dengan memegang 

dan peranan masing-masing.  

3. Controllability 

Mekanisme pengawasan program yang dilakukan sudah baik dan semuanya 

meingikuti aturan dan standar pelayanan, system pengawasan yang dilakukan pada 

setiap tahapan program juga setiap pegawai selalu melakukan pengecekan terhadap 

alat uji yang ada sebagai fasilitas yang dipunya dari UPTD Pengujian Kendaraan 

Bermotor. Hal ini dapat dikatakan bahwa kecakapan dan kedisiplinan sebagai 

penguji kendaraan sudah cukup baik.  



80 
 

4. Responsibility 

Responsibility yang dimiliki oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor 

Kab. Cianjur dalam hal pertanggung jawaban yang dilakukan terkait dengan 

megikuti aturan dan standar pelayanan yang berlaku sudah cukup baik, tanggung 

jawab dalam system pengawasan dilaksanakan sesuai dengan berbagai bidang yang 

ada di UPTD Pengujian, masing-masing memiliki tanggung jawab untuk megawasi 

tugas yang diberikan sesuai dengan SOP UPTD dan Dinas Perhubungan.  

5. Responsiveness 

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sudah memenuhi dimensi 

responsiveness atau daya tanggap program pelayanan, hal ini menunjukan bahwa 

dimensi prinsip-prinsip pelayanan publik dalam pelayanan pengujian kendaraan 

bermotor ini sudah berjalan dengan baik. Pemerintah UPTD Pengujian Kendaraan 

Bermotor memberikan perhatian khusus mengenai tanggapan yang diberikan dari 

masyarakat yaitu dengan mewujudkan aspirasi masyarakat.  

6.2 Saran 

 Adapun saran yang dapat diberikan peneliti untuk tetap mewujudkan 

karekteristik prinsip-prinsip pelayanan publik yang diselenggarakan di UPTD 

Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut : 

1. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kab. Cianjur bisa memberikan 

sosialiasi dan edukasi tentang pengujian kendaraan bermotor yang baik dan 
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benar, dan memberikan pengetahuan mengenai pentingnya memeriksakan 

kendaraan mereka demi pentingnya aspek keselamatan. 

2. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kab. Cianjur bisa lebih cepat 

tanggap terhadap pelayanan serta transparan mengenai biaya retribusi yang 

dilakukan saat proses registrasi, agar menghindari dari adanya tindakan 

untuk melakukan pungutan liar karena proses pelayanan yang lambat. 

3. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor memberikan penghargaan kepada 

pegawai yang telah bekinerja dengan baik untuk menghargai upaya pegawai 

dan sebagai motivasi agar meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan 

pengujian kendaraan. 

4. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dapat melakukan pengawasan yang 

lebih ketat terhadap pegawai dan fasilitas sarana dan prasarana agar 

meningkatkan kinerja organisasi Dinas Perhubungan. 
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